
 

 

 

BUPATI SEMARANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 

NOMOR 32 TAHUN 2018 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 21 TAHUN 2018 

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2018 

TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG, 

Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka kelancaran proses pengisian anggota 
Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Semarang 

perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 
21 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 
2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 21 

Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Badan Permusyawaratan Desa; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 

Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan 
Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, TambahanLembaran Negara Nomor 5495 ); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 



 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3079); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3500); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6                   

Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014  Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47                          
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5717); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa  (Berita Negara  

Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 2091); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara  

Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 2094); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 

2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor4); 

13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 21 Tahun 2018 

tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang 

Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2018 Nomor 21); 

 

 

 

 

 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :   PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 21 TAHUN 2018 

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 4 TAHUN2018 

TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. 

 

Pasal I 
 

Ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Semarang Nomor 21 Tahun 2018 
tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 21), diubah sebagai berikut : 
 

Pasal 9 

 

(1) Panitia menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD sesuai dengan 
waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia. 

 
(2) Penduduk desa mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi 

anggota BPD kepada Panitia dengan menggunakan formulir pendaftaran 

yang telah disediakan, dilampiri persyaratan sebagai berikut : 
a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk; 

b. fotocopy akta kelahiran atau surat kenal lahir; 
c. fotocopy ijazah terakhir; 

d. surat pernyataan yang menyatakan : 
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika; 
3. bukan sebagai perangkat desa; 

4. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; 
5. bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan merupakan penduduk 

desa; 

e. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah; 
f. surat keterangan bebas narkoba dari dokter Pemerintah; 

g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan 
h. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dihukum 

karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun atau lebih. 

 

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g 
dan huruf h dapat dipenuhi setelah calon anggota BPD terpilih berdasarkan 

hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan pengisian BPD, 
selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum tanggal pengusulan peresmian 

BPD kepada Bupati. 
 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) diatur dengan Tata Tertib Panitia Pengisian BPD. 
 

 
 

 
 
 

 



Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.  
 

Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal  06-06-2018 

 
BUPATI SEMARANG, 

 

                          ttd 
 
 

MUNDJIRIN 
 

 
Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal   06-06-2018 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATENSEMARANG, 
 

               ttd 
 
 

GUNAWAN WIBISONO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 32 
 
     Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
             Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang 

 
 

 

 

 
WENNY MAYA KARTIKA 

          Pembina Tingkat I (IV/b) 

      NIP. 19690113 199303 2 005 
 

 


